
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 69 Tahu n 1958 tentang Pembentukan 
Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah 
Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 
122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
1655); 

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, 
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3851); 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara Repu blik Indonesia 
Nomor 4286); 

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah 
Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, 
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran 
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021; 

BUPATI LOMBOK TIMUR, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

Mengingat 

Menimbang 

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021 

TENT ANG 

PERATURAN BUPATI LOMBOK TIMUR 

NOMOR 50 TAHUN 2022 

BUPATI LOMBOK TIMUR 
PROVINS! NUSA TENGGARA BARAT 



5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 2355); 

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4400); 

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5494); 

9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495) sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6573); 

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang- 
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 
245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6573); 

11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757) 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4575); 
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14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 
Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 
110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5155); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan 
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4585); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4614); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 ten tang 
Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan 
(Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4816); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata 
Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan 
Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah 
Propinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5107) sebagaimana telah diu bah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata 
Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan 
Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah 
Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5209); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 
Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5165); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang 
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5219); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
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Nomor 5272); 
22. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533); 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6057); 

24. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

25. Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan 
Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2018 Nomor 33); 

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 
tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah 
ten tang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan 
Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban 
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450); 

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 

28. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok 
Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Lombok Timur 
(Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2009 
Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 4) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok 
Timur Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok 
Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Lombok Timur 
(Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2015 
Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 6); 

29. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Lain-lain 
Pendapatan Asli Daerah Yang Sah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Lombok Timur Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 3); 

30. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pengelolaan 
Investasi Pemerintah Kabupaten Lombok Timur Dengan Pihak 
Ketiga (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 
2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Lombok Timur Nomor 6); 
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Rp 1.024.227 .563.076,00 
Rp 745.932.072.564,86 
Rp 0,00 
Rp 2.121.850.000,00 

2. Belanja 
a. Belanja Operasional 

1. Belanja Pegawai 
2. Belanja Barang 
3. Belanja Bunga 
4. Belanja Subsidi 

Rp 386.846.220.594,48 
Rp2.179.913.539.403,00 
Rp 170.403.841.354.64 
Rp2. 737.163.601.352, 12 

1. Pendapatan 
a. Pendapatan Asli Daerah 
b. Pendapatan Transfer 
c. Lain-lain Pendapatan yang Sah 
Jumlah Pendapatan 

Pasal 1 
Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
tahun anggaran 2021 terdiri atas : 

PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN 
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021. 

MEMUTUSKAN: 

31. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara 
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Lombok Timur Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor l); 

32. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan 
dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Lombok Timur Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan 
Lembaran Daerah Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan 
Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan 
dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Lombok Timur Tahun 2020 Nomor 5); 

33. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 
(Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2020 
Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 
Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 
(Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2021 
Nomor 4); 

34. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang 
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah 
Kabupaten Lombok Timur Tahun 2022 Nomor 1); 
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Pasal 4 
Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan 
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal 3 
Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran laporan 
realisasi anggaran. 

Pasal 2 
Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan 
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Rp 19.936.437.199,57 

Rp 22.981.082.275,44 
Rp 7.595.860.577,55 
Rp 15.385.221.697 ,89 

Rp2. 732.612.385.850,44 
Rp4.551.215.501,68 

Rp. 10.239.074.333,00 
Rp. 7.378.281.873,00 
Rp. 17.617.356.206,00 

Rp. 17.358.266.350,00 
Rp. 17 .538.266.350,00 

Rp 16.724.343.174,00 
Rp 406.726.755.902,58 

8.368.331.586,00 
102.465.794.207,58 
114.166.561.995,00 
165.001. 724. 940,00 

3. Pembiayaan 
a. Penerimaan Pembiayaan 
b. Pengeluaran Pembiayaan 
Jumlah Pembiayaan Netto 
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran 
Tahun Berkenaan 

d. Transfer/ Bagi Hasil ke Desa 
1. Bagi Hasil Pajak 
2. Bagi Hasil Retribusi 
Jumlah Transfer /Bagi Hasil ke 
Desa 
Jumlah Belanja dan Transfer 
Surplus/Defisit 

c. Belanja Tak Terduga 
1. Belanja Tak Terduga 

Jumlah Belanja Tak Terduga 

b. Belanja Modal 
1. Belanja Tanah Rp 
2. Belanja Peralatan dan Mesin Rp 
3. Belanja Gedung dan Bangunan Rp 
4. Belanja Jalan,lrigasi dan Rp 

Jaringan 
5. Belanja Aset Tetap Lainnya 
Jumlah Belanja Modal 

Rp 66.270.555.639,00 
Rp 8.495.034.920,00 
Rp 443.862.931.192,00 
Rp 2.290.910.007.391,86 

5. Belanja Hibah 
6. Belanja Bantuan Sosial 
7. Belanja Bantuan Keuangan 
Jumlah Belanja Operasional 
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SERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN 2022 NOMOR 50 

MUHAMMAD JUAINI TAOFIK 

Ditetapkan di Selong 
pada tanggal 5 Agustus 2022 I- SUP A TI LOMBOK TJMUR,-J~ 

~ 

tM. SUKIMAN AZMY 
Diundangkan di Selong 
pada tanggal 5 Agustus 2022 

SEKRETARIS DAERAH 
l<ABUPATE~BOK TIMUR, 

Pasal 5 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah 
Kabupaten Lombok Timur. 
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